
  

S A L I N A N   

 

 

 

 

BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SORONG 

NOMOR 41 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 13 TAHUN 2021  

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SORONG, 
 

Menimbang : a.  bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung 

Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sorong telah diatur berdasarkan 

Peraturan Bupati Sorong Nomor 13 Tahun 2021, namun dalam hasil 

Evaluasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Republik Indonesia 

perlu adanya penambahan materi muatan, khusunya pada pelaporan 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sorong Nomor 13 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi 

Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 

2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2021 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 6697); 



  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tahun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 



  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 611);  

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2020 Nomor 1641); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021Nomor 1);  

13. Peraturan Bupati Sorong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 

Nomor 21); 
14. Peraturan Bupati Sorong Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung                             

Tahun  Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021                

Nomor 13); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATUARAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SORONG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG                      
TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 13 Tahun 2021 tentang  

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut: 
 

1. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VA sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
             BAB VA 

   PELAPORAN 
 

Pasal 1A 

 
(1) Kepala Kampung dengan dikordinasikan oleh Kepala Distrik menyampaikan 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung setiap tahap kepada Bupati             

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 



  

a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahun anggaran               

sebelumnya; dan 

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahap I (satu) tahun berjalan. 

(3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu 

kedua bulan februari tahun berjalan. 

(4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung tahap I (satu) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan 

juli tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong. 

 
 

Ditetapkan di Aimas 

pada tanggal 15 November 2021 

 

BUPATI SORONG, 

ttd 

JOHNY KAMURU 

 

Diundangkan di Aimas 

pada tanggal 15 November 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 

ttd 

CLIFF A. JAPSENANG 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 41 
 

Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 
 

 
DEMIANUS ARU, SH.,M.Si 

PEMBINA (IV/a) 

           NIP. 19781122 200312 1 007 

 


